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ABSTRAK
Pelaksanaan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Dalam Kerangka Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Palembang

Rizki Abdillah Lubis
02101001022

Keterbukaan informasi publik merupakan ciri khas negara demokrasi yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP) mengisyaratkan setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk penyelenggaraan pelayanan maupun dalam
hal penyediaan informasi dalam kerangka implementasi Undang-undang KIP.
Dengan demikian muncul permasalahan yaitu: “Bagaimana pelaksanaan wewenang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait Keterbukaan Informasi
Publik di Kota Palembang? dan Bagaimana tanggung jawab Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) ketika terjadi sengketa informasi?”.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris
dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Penelitian ini kemudian menggunakan data primer dan
data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa tidak
seluruh PPID yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Palembang melaksanakan wewenangnya sebagaimana mestinya yang sudah
ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, hal ini dapat dilihat dari
tingginya permintaan informasi yang tidak ditanggapi serta meningkatnya kasus
sengketa informasi di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Palembang. Dalam
penyelesaian sengketa informasi PPID Pemerintah Kota Palembang memiliki
tanggung jawab dan peran cukup penting. PPID Kota Palembang selaku pihak
termohon bertanggung jawab untuk hadir dan memberikan keterangan yang jelas
kepada Komisi Informasi atas pengecualian informasi yang diminta oleh si pemohon,
selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan memberikan Putusan
informasi tersebut boleh diberikan atau dikecualikan. Adapun putusan yang
dikeluarkan oleh Komisi Informasi, PPID Kota Palembang bisa mengajukan
keberatan melalui PTUN Palembang apabila PPID Kota Palembang tidak
menemukan titik sepakat hasil dari putusan Komisi Informasi. Selanjutnya PTUN
memutuskan bahwa Putusan Komisi Informasi dapat dilanjutkan atau batal secara
hukum.

Kata Kunci: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Keterbukaan

Informasi Publik (KIP), Tanggung jawab dan Wewenang, Sengketa
Informasi
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin
oleh konstitusi. Pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) disebutkan setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia.’ Hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 14 Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:?

(1) Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang
diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; dan

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
sarana yang tersedia.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain serta
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Selain itu, Keterbukaan
informasi publik ini merupakan ciri khas negara demokrasi yang menjunjung tinggi

kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Maraknya

kasus korupsi yang melibatkan elit atas hingga akar rumput membuka mata kita

'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), Pasal 14.
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betapa pentingnya keterbukaan informasi bagi pengawasan kegiatan yang berkaitan
dengan penggunaan anggaran negara.

Untuk menjamin itu semua pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
Informasi Publik (yang selanjutnya disebut UU KIP). UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang KIP ini disahkan pada 30 April 2008 dan dinyatakan berlaku dua tahun sejak
tanggal diundangkan.? Berbeda dengan undang-undang lain yang umumnya langsung
efektif setelah disahkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baru akan
efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010.

Waktu dua tahun setelah diundangkan tersebut diberikan untuk Badan-
Badan Publik agar mempersiapkan diri menyongsong implementasi UU KIP karena
undang-undang yang terdiri dari 64 Pasal ini pada intinya memberikan kewajiban
kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi
publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.
Mengimplementasikan yang dimaksud adalah mempersiapkan perangkat sarana dan
pra sarana. Hal ini dapat kita lihat pada tujuan UU KIP sebagaimana tercantum pada
Pasal 3 UU KIP,yaitu:*

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik.

* http://www.waspada.co.id diakses pada tanggal 13 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB.

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No 4846)
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3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang

banyak.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

o

Pada tataran ini adanya perubahan paradigma mengenai informasi,data dan
layanan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Publik dalam pelaksanaan UU KIP,
karena luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi. Meskipun secara normatif hak dan
kewajiban pemohon informasi, pengguna informasi dan Badan Publik telah
tergambar dalam UU KIP, ada beberapa aspek Badan Publik yang memerlukan
perhatian, yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi
publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi
semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal,
interkoneksi antar lembaga/Badan Publik dan pihak eksternal, serta persiapan terkait
infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumber daya manusia dan sistem.”

Selanjutnya, secara umum ada beberapa kendala/hambatan berkaitan dengan
Institusi layanan informasi publik, seperti:®

1. Internal:

- Kurangnya koordinasi dan pemahaman dari setiap unit kerja;

> Arief Mudatsir Mandan, Sekilas tentang UU KIP, makalah dipresentasikan pada Seminar
UU KIP Departemen Hukum dan HAM, 12 Maret 2009, hal. 14, http://www.depkumham.go.id
(diakses pada tanggal 13 maret 2015, pukul 13.00.wib).

®httpp://www.kemenperin.go.id/download/3090/Laporan-Kegiatan-Layanan-Informasi

Publik-Kementerian-Perindustrian-Jan-Jun-2012. (diakses pada tanggal 13 maret 2015,
pukul 15.00.wib).
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- Kurangnya pemahaman jenis-jenis informasi publik sesuai dengan UU
KIP;
- SDM kurang memahami dan menguasai teknologi yang berkembang.
2. Eksternal.

- Mekanisme pelayanan informasi publik masi buruk.

- Informasi diklaim rahasia secara sepihak.

Berdasarkan Pasal 7 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Pasal 4
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik, ada tiga kriteria dasar dalam mengukur sejauh mana kesiapan sebuah badan
publik dalam menjalankan kewajiban yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:’

a.Badan publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan
mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik.

b. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

c.Menetapkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi
publik yang dikelola.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,

pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan

’ Ketua Komisi Informasi, dikutip dari artikel “UU Keterbukaan Informasi Publik, Tak
Siap, Tapi Harus Jalan Terus ”, http://www.antikorupsi.org, (diakses pada tanggal 14 maret 2015,
pukul 08,00.wib)
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pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah.®
Mengenai harus adanya keberadaan PPID, telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan, diantaranya yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 13 ayat (1) :°
“Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan
Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”.
2. PP Nomor 61 Tahun 2010, Pasal 12 ayat (1) :*°
“Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik
Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang
membidangi Informasi Publik”.
3. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010, Pasal 7 ayat (1) :**
“Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID”.
Berkaitan dengan PPID, hasil Rakornas Revitalisasi Peran dan Fungsi PPID
se-Indonesia, sampai dengan bulan februari 2015 PPID yang sudah terbentuk adalah

sebagai berikut :*?

® Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah.
°Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 13 ayat (1).
10 Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
! Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Op.Cit Pasal 7 ayat (1)
™2 https://ppidkemkominfo.file.wordpress.com/2015/02/tabel-rekap-ppid-per-11-pebruari-
2015.pdf (diakses pada tanggal 14 maret 2015, pukul 15.00.wib).
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1. Dari 34 Provinsi, yang telah membentuk PPID baru 30 provinsi.

2. Dari 694 Pemda, yang telah membentuk PPID baru 341 pemda termasuk
Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kota Palembang. Sekaitan dengan hal
tersebut Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri meminta kepada
pemerintah propinsi dan pemerintah daerah yang belum membentuk PPID
agar segera membentuk PPID.

Berbagai gambaran yang dikemukan diatas, seperti lambannya pelaksanaan
UU KIP di badan publik daerah dengan ditandai lambannya pembentukan PPID,
minimnya kasus sengketa informasi, juga kurang maksimalnya layanan informasi,
kemudian mendorong perlu dilakukannya penelitian tentang implementasi UU KIP
oleh badan publik daerah, salah satunya Pemerintah Kota Palembang, untuk
mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan keterbukaan informasi dan mengetahui
kendala-kendala yang dihadapi oleh badan publik daerah.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik dijelaskan tanggung jawab Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi yaitu:

1. PPID bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi
proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan
publik.*®

2. PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan

pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di badan publik.**

" Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi
Publik, Pasal 6 .
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3. PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan
seluruh informasi publik dibawah penguasaan Badan Publik yang dapat
diakses oleh badan publik.*®

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang :'°
a.Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

b. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak
berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal
8 ayat (4) huruf b;

c.Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi
Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan
disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon
untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan

d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah
wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau
memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal badan publik memiliki pejabat
fungsional dan/atau petugas informasi.

Dalam rangka implementasi Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah kota Palembang telah mempersiapkan

“Ibid., Pasal 7.
“Ibid.,Pasal 8.
'®Ibid., Pasal 9.
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semua infrastruktur yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dengan diterbitkannya
Keputusan Walikota Palembang Nomor 544 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota
Palembang. Dimana dalam keputusan tersebut menunjuk Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Palembang sebagai pejabat ex-officio dari PPID (Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi)."’

Berdasarkan ketentuan yang ada, bisa kita lihat bahwa Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini sangat penting dalam penyelenggaraan
pelayanan maupun dalam hal penyediaan informasi dalam kerangka implementasi
Undang undang Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian
ini penulis ingin melihat dan mendalami sejauh mana pelaksanaan wewenang dan
tanggung jawab PPID ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya di
Pemerintah kota Palembang Sumatera Selatan utamanya pada Dinas Komunikasi dan
Informatika yang secara ex-officio ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi. Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan diatas, maka penulis
bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Wewenang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Kerangka

Keterbukaan Informasi Publik di Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

' Keputusan Walikota Palembang Nomor 544 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palembang.
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Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan diatas, maka rumusan
masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) terkait Keterbukaan Informasi Publik di Kota Palembang?
2. Bagaimana tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) ketika terjadi sengketa informasi?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah-masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai
dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa tugas
PPID di Kota Palembang sudah berjalan efektif atau tidak
2. Untuk mengetahui tanggung jawab seperti apa yang dilakukan PPID Kota

Palembang apabila terjadi sengketa Informasi Publik di Kota Palembang.

1.4  Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:
a. Manfaat Teoritis:
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
peningkatan dan perkembangan di bidang hukum khususnya hukum tata negara
dalam kaitannya dengan tanggung jawab pejabat pengelola informasi dan

dokumentasi, dan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang lain, serta guna
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menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah mengenai pengelola
informasi dan dokumentasi negara.
b. Manfaat Praktis:

1) Guna mengembangkan dan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah
diperoleh.

2) Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta
dapat digunakan sebagai bahan informasi masyarakat umumnya serta bagi

para pelaku usaha pada khususnya.

1.5 Kerangka Teori

Menurut pendapat Soeerjono Soekanto, teori merupakan generalisasi yang
dicapai setelah mengadakan pengujian, dan hasilnya menyangkut ruang lingkup dan
fakta yang luas.'® Sedangkan kerangka teori pada suatu penelitian hukum sosiologis
atau empiris yaitu kerangka teoritis yang berdasarkan pada kerangka acuan hukum,
tanpa acuan hukumnya maka penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologi dan

kurang relevan bagi ilmu hukum.*
Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang
tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen, yaitu satu konsep yang berhubungan

dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Teori ini

'® Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 1986, him. 126.
“Ibid., him. 127.
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menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan
tertentu, atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia
bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.*

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara
Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan
dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik yang salah satunya PPID bertanggung jawab di bidang layanan
informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan
dan pelayanan informasi publik,* serta mengkoordinasikan pengumpulan seluruh
Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi :**

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Adapun teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
kewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon dalam Hukum Tata Negara, wewenang
(bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam
konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. ?* Ferrazi juga

mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi

*Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta:
Konstitusi Press, 2012, him. 56.

?! peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi
Publik, Pasal 6.

Ibid., Pasal 7.

# Pilipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, Yuridika, Nomor 5 &6 Tahun XII, September-
Desember,1997, him. 1.
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manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan
(adminstrasi) dan pengawasan atau suatu pengurusan tertentu.**

Teori kewenangan diperlukan untuk dapat menjelaskan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang memutuskan suatu
informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang
konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (8) huruf b Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2010.%

1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris. Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian
ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya adalah data yang
langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui
penelitian lapangan. % Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat
direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku

atau penelitian terhadap identifikasi hukum.?’

1.6.2 Pendekatan Penelitian

** Ganjong, Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia,2007,
him.93.

Ibid.,Pasal 9 huruf b.

?¢ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, him.
42.

Ibid..
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Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan
pendekatan yaitu :
a. Pendekatan kasus (case approach)
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
Penyediaan Informasi dan Dokumentasi oleh Pejabat Pengelolah
Informasi dan Dokumentasi.
b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat apakah ada
aturan atau norma-norma lain yang mengaturnya,**dalam hal tanggung
jawab pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ada beberapa aturan
yang berkaitan mengenai pembahasan penulis yakni:
1) Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945
2) Pasal 14F Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia.
3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

?® Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia
Publishing, 2008, him. 302.
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5) Keputusan Walikota Palembang Nomor 544 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kota Palembang.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar

Layanan Informasi Publik.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah
dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini
dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, JI. Nyoman
Ratu Nomor 1271. Telp (0711) 352271. Pemilihan tempat ini dengan
mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut berdasarkan Keputusan Walikota
Palembang Nomor 544 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Penunjukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palembang.
Dimana dalam keputusan tersebut menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang sebagai pejabat ex-officio dari PPID (Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi).”

*’Ibid., Keputusan Walikota Palembang Nomor 544 Tahun 2013
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1.6.4 Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data
sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan
wawancara bebas. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan

dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi

1) Data Primer

Data primer atau data dasar (primary data atau basic data),* data primer
diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga
masyarakat, melalui penelitian. ** Data primer dalam penelitian ini
diperoleh melalui penelitian lapangan (field research).’” Perolehan data
primer dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara bebas
(inguided interview), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja,
tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.*®

Dalam hal ini data primer berasal dari Pegawai Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kota Palembang.

2) Data Sekunder

**Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 1986, him. 12.
3144
Ibid..
*2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him.
16.
% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik), Jakarta: P.T. Asdi
Mahasatya, 2006, him. 156.
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Data sekunder terdiri dari:>*

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang

digunakan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

Vi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 14F Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Keputusan Walikota Palembang Nomor 544 Tahun 2013
Tentang Pembentukan dan Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palembang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah.

** Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja

Grafindo, 2005, him. 13.
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vii. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik.
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah karya ilmiah, hasil
penelitian, dan buku-buku pedoman hukum.
c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris,
kamus hukum, internet, majalah dan surat kabar.
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi
kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah,
tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga

membantu penulis dalam menjawab permasalahan.

1.6.5 Teknik Penentuan Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini, diambil dengan cara
purposive sampling, yaitu pengambilan sample yang ditentukan berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan subyektif peneliti, yang dalam hal ini penelitian

menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi,
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dan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat ciri-ciri, sifat-sifat atau
karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan
penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi
pendahuluan.®* Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling ini dipilih,
karena diharapkan akan mendukung pengumpulan data yang lebih efektif dan
efisien. Sampel dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di wilayah Pemerintah Kota Palembang dan untuk melengkapi
data penulisan, maka peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber,
yaitu:

a. Sekretaris Daerah Kota Palembang.

b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

c. Ketua Komisi Informasi Publik Kota Palembang

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara
pengumpulan data, yaitu:
a. Studi Lapangan
Studi lapangan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data
primer. Cara yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah
melalui wawancara, yang berguna untuk mendapatkan informasi secara

akurat yang terkait dengan pokok penelitian.

> 1bid., him. 196.
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b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data
sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kegiatan studi
kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah,

jurnal, serta literature lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

1.6.7 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian hukum ini kemudian dikumpulkan
dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif
adalah mendeskripsikan konsepsi dan pemikiran serta menyajikan argumen-
argumen untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini sehingga
pada kesimpulan akhir permasalahan dapat terjawab. Sedangkan kualitatif
merupakan metode untuk menghasilkan data deskriptif yaitu analisis terhadap
data-data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah

laku yang nyata, dan menganalisa bahan-bahan hukum.?®

*® Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit., him. 192.

XXXI



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Achmad santosa. 2003. Koalisi Untuk Kebebasan Informasi. Jakarta

Agung Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta:
Pembaharuan.

Amirudin dan AsikinZainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:
Rajawali Pers.

Bambang Sunggono. 2009. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Waluyo. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Burhan Ashshofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Dwiyanto, dkk., 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Firmansyah Arifin dkk. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antara
Lembaga Negara, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Ganjong. 2007. Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia
Indonesia.

Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah, Jakarta:
PT Grasindo.

Inu Kencana Syafie, dkk. 1999. Iimu Administrasi Publik, Jakarta: PT Rineka Citra.

Isa Wahyudi. 2006. Metodologi Perencanaan Partisipatif, Jakarta: Yappika.

Jhonny lbrahim. 2008. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayumedia Publishing.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. 2012.Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.
Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Asshiddigie. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi, Jakarta:

Cix



Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 2010 Tanya Jawab Standar Layanan
Informasi Publik, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Kreasi Agung Abadi.

Leo Sutanto, Partisipasi Publik dalam Proses Menuju Indonesia Baru: Evaluasi
Perkembangan Pemerintahan, Unisia No. 55/XXVI111/1/2005

Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan
Implementasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Moh. Mahfud M.D., 1999. Pergumulan Hukum dan Politik di Indonesia, Yogyakarta:
Gama Media,

N.G.B. Madica-Nur. 2009. Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk
Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik, Cetakan
Pertama, IRDI dan USAIDI.

Ni’Matul Huda, 2007. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi demokrasi,
Yogyakarta: Ull Press,

Pilipus M.Hadjon. 1997. “Tentang Wewenang”, Yuridika, Nomor 5 &6 Tahun XII,
September-Desember.

R.Muhammad Mihardi, Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara. Bogor:
Ghalia Indonesia, 2011

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press.

-------- , dan Sri Mamudji. 2005. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja
Grafindo.

S. Pamudji, “Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan
Publik” dalam Widyapraja, Majalah Institusi Pemerintahan No. 19 Tahun
11/1994, Jakarta

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik), Jakarta:
P.T. Asdi Mahasatya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

CcX



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

Keputusan Walikota Palembang Nomor 412 Tahun 2012 Tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Keputusan Walikota Palembang Nomor 544 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Kota Palembang.

Keputusan Wallikota Palembang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penetapan
Informasi Yang Dikecualikan Pada Badan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kota Palembang.

Jurnal:

cXi



Ade Suhendra. 2010. Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan
Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi UU No. 14 Tahun
2008).

Cornelis Lay, 2006. State Auxiliary Agencies, Komisi Negara, Jentera, Jurnal Hukum
Edisi 12 Tahun 111 April-Juni.

Lukman Hakim. 2010. Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia Eksistensi
Komisi-Komisi Negara (State auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara Yang
Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan, Malang: Program Pascasarjana
Universitas Brwijaya malang, Pusat Kajian Konstistusi Universitas
Widyagama Malang,

Nunuk Febriananingsih. 2012. Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 1, Media Pembina

Hukum Nasional.

Internet:

http://www.antikorupsi.org,

http://www.waspada.co.id

http://www.depkumham.go.id

http://www.kemenperin.go.id/download/3090/Laporan-Kegiatan-
LayananinformasiPublik-Kementerian-Perindustrian-Jan-Jun-2012.

http://www.kemendagri.go.id/ind

http://www.ppidkemkominfo.qgo.id

https://ppidkemkominfo.file.wordpress.com/2015/02/tabel-rekap-ppid-perllpebruari-

2015.pdf
http://www.setneg.go.id/ind

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Keterbukaan _informasi_Publik

cxii


http://www.kemendagri.go.id/ind
http://www.ppidkemkominfo.go.id/
https://ppidkemkominfo.file.wordpress.com/2015/02/tabel-rekap-ppid-per11pebruari-2015.pdf
https://ppidkemkominfo.file.wordpress.com/2015/02/tabel-rekap-ppid-per11pebruari-2015.pdf
http://www.setneg.go.id/ind

